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Abstrak
Pengembangan desa wisata diyakini sebagai strategi pemulihan ekonomi dan pelestarian budaya, termasuk untuk
Desa Kuala Trang di Nagan Raya yang memiliki potensi wisata pesisir namun belum tergarap optimal. Tantangan
utama meliputi keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, dan promosi. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan
strategi pengembangan Desa Kuala Trang melalui pendekatan kolaboratif multi-pihak (pentahelix). Metode yang
digunakan diawali dengan observasi dan pemetaan potensi, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD)
yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan industri untuk melakukan analisis
SWOT dan menyusun rencana aksi. Hasil observasi mengonfirmasi perlunya sinergi antar pemangku kepentingan,
dimana masing-masing memiliki peran kunci. Hasil FGD menghasilkan strategi berbasis analisis SWOT, yang
merekomendasikan empat pendekatan utama: pemanfaatan peluang oleh kekuatan internal (S-O), mitigasi ancaman
oleh kekuatan internal (S-T), pemanfaatan peluang untuk mengatasi kelemahan (W-0), dan strategi defensif untuk
mengatasi kelemahan dan ancaman (W-T). Respon masyarakat menunjukkan minat tinggi untuk terlibat, terutama
sebagai pengelola spot wisata, dengan kebutuhan prioritas pada pembangunan fasilitas dan promosi. Simpulan dari
artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Kuala Trang menjadi desa wisata yang berkelanjutan dan
inklusif bergantung pada implementasi rencana aksi kolaboratif yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat,
pembangunan infrastruktur, dan pemasaran yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Wisata; Kuala Trang; Kolaboratif; Pentahelix

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis desa semakin diakui sebagai upaya pemulihan dan pemerataan
ekonomi daerah, sekaligus sarana pelestarian alam dan budaya [1]. Desa wisata dapat dipahami
sebagai suatu bentuk integrasi kawasan pedesaan yang memiliki potensi alam, budaya, serta
kehidupan sosial masyarakat yang dikelola dan dikembangkan secara terencana menjadi produk
wisata. Potensi khas yang ada pada desa tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan
untuk berkunjung [2]. Pembangunan sektor pariwisata berbasis desa terbukti mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Agar pengembangan desa wisata dapat berhasil, diperlukan perhatian
terhadap potensi ekonomi lokal, dukungan pemerintah, keterlibatan pihak swasta, serta
partisipasi aktif dari berbagai kelompok kepentingan baik dari dalam maupun luar komunitas [3].

Di Aceh, Desa Kuala Trang di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya,
memiliki potensi pengembangan desa wisata berbasis pesisir. Daya tarik pantainya telah ada
tetapi belum dikelola, sehingga diperlukan pengelolaan terencana dan berkelanjutan agar
memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal [4].
Namun demikian, potensi yang dimiliki Desa Kuala Trang tidak dapat memberikan manfaat
optimal tanpa adanya perencanaan dan pengelolaan yang matang. Tantangan yang dihadapi
antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung wisata, kapasitas sumber daya manusia,
promosi yang masih minim, serta perlunya penguatan kelembagaan desa dalam mengelola sektor
pariwisata. Selain itu, keberlanjutan ekologi pesisir dan kearifan lokal masyarakat juga perlu

110



Jurnal Teknologi Pengabdian Masyarakat

dijaga agar pengembangan wisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun
budaya setempat [5].

Oleh karena itu, strategi pengembangan Desa Kuala Trang sebagai desa wisata perlu
dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Para pemangku kepentingan yang berperan mencakup
perangkat desa, pemerintah daerah (khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga/Disbudparpora, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPMGP4)), akademisi, industri, serta masyarakat lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu
menciptakan tata kelola pariwisata desa yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.

2. METODE

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Gampong (desa) Kuala
Trang, Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap observasi dan
pemetaan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan yang ada, serta mitra potensial (Gambar 1).
Selanjutnya, dilakukan identifikasi mendalam terhadap seluruh mitra, baik internal maupun
eksternal. Data pada tahap ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk
memahami kebutuhan desa dan masyarakat.

Berdasarkan temuan awal, dilakukan perancangan program. Rancangan program
kemudian digunakan sebagai dasar tahap Focus Group Discussion (FGD). Forum FGD dihadiri
oleh perwakilan dari seluruh kelompok mitra yang telah teridentifikasi. Melalui FGD, para
peserta berdiskusi untuk melakukan analisis SWOT, menyepakati prioritas program, dan
merumuskan strategi serta rencana aksi yang konkret dan dapat dilaksanakan. Tahap akhir dari
metode ini adalah implementasi dan pendampingan. Tim memberikan pendampingan dalam
menjalankan rencana aksi yang telah disepakati untuk memastikan keberlanjutan inisiatif
pengembangan desa wisata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Observasi dan Pemetaan

Dalam konteks pengembangan desa wisata, keterlibatan stakeholders internal maupun
eksternal menjadi faktor kunci keberhasilan [6]. Berdasar hasil observasi dan pemetaan oleh
tim, diketahui bahwa terdapat beberapa stakeholder yang memiliki potensi untuk
berkolaborasi dalam pengembangan Kuala Trang sebagai desa wisata. Stakeholders internal
yang terlibat dalam pengembangan desa wisata di Kuala Trang adalah perangkat desa dan
masyarakat. Sedangkan pihak yang terlibat dalam skateholder eksternal adalah pemerintah
daerah (khususnya Disbudparpora, BAPPEDA, dan DPMGP4), akademisi Universitas Teuku
Umar dan industri (khususnya PT. Socfindo). Pengelolaan desa wisata melalui sistem
kolaborasi antar-stakeholders terbukti lebih efektif karena pengembangan pariwisata tidak
dapat dijalankan secara parsial. Diperlukan sinergi peran yang saling mendukung untuk
menciptakan tata kelola desa wisata yang berkelanjutan dan inklusif [6]. Stakeholders
internal seperti perangkat desa dan masyarakat memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi
potensi wisata, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi pelaku langsung dalam
pengelolaan destinasi. Stakeholder eksternal terdiri dari pemerintah daerah berperan sebagai
regulator, fasilitator, dan penyedia anggaran serta infrastruktur. Akademisi mendukung
melalui riset, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan.
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Sementara itu, industri berkontribusi lewat dukungan teknis, dan program CSR yang
meningkatkan standar layanan dan kualitas wisata. Sinergi ketiganya memperkuat peran
masyarakat dan perangkat desa, sehingga pengembangan wisata menjadi lebih terarah,
berdaya saing, dan berkelanjutan [7]

A

Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Perangkat Desa

3.2. Peran Tiap Pihak

Perangkat desa menjadi ujung tombak karena memiliki kewenangan lokal. Perangkat
desa berperan dalam merancang visi desa wisata, mengalokasikan anggaran, serta
membentuk kelembagaan pendukung seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, perangkat desa juga mengelola aset desa,
mengembangkan unit usaha berbasis pariwisata, dan menjaga kelestarian budaya maupun
kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisata [8]. Peran masyarakat dalam pengembangan
desa wisata sangat penting karena mereka merupakan subjek utama sekaligus pemilik dari
sumber daya yang dikembangkan. Masyarakat terlibat langsung sebagai pengelola dan
pelaku usaha wisata melalui berbagai aktivitas. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai
penjaga aset desa, baik alam maupun budaya, dengan menjaga kelestarian lingkungan,
melestarikan tradisi, serta memastikan daya tarik wisata tetap terjaga secara berkelanjutan.
Dari sisi ekonomi, keterlibatan masyarakat membuka peluang kerja, menambah pendapatan,
serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Masyarakat juga berfungsi sebagai pengendali
sosial dengan menjaga keamanan [9].

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai koordinator yang dapat menetapkan arah
kebijakan sekaligus merumuskan berbagai strategi untuk mendorong pengembangan di
wilayahnya. Disbudparpora berperan sebagai fasilitator, motivator, pengelola promosi, dan
pembina kapasitas masyarakat/pariwisata [10]. Disbudpora berperan sebagai motivator
dengan mendorong pengembangan potensi sumber daya, sehingga masyarakat di desa wisata
misalnya di Desa Kuala Trang mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi. Peran Disbudparpora sebagai fasilitator memberikan arahan dan
pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi laut dan pantai secara
berkelanjutan. Misalnya, masyarakat tidak hanya difokuskan pada penyediaan fasilitas wisata
pantai, tetapi juga diarahkan untuk mengolah hasil laut menjadi produk olahan khas. Peran
Disbudparpora dalam promosi pengembangan desa wisata diwujudkan melalui berbagai
strategi untuk memperkenalkan potensi lokal agar dikenal luas dan menarik minat wisatawan.
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Bentuk promosi tersebut antara lain dengan memanfaatkan media sosial, website resmi,
dan brosur pariwisata. BAPPEDA berperan strategis dalam pengembangan desa wisata
misalnya pengembangan desa wisata di Kuala Trang dengan memasukkan program desa
wisata tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian,
desa wisata menjadi prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar kegiatan tambahan [11].
ran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan
Perempuan (DPMGP4) dalam pengembangan desa wisata di Kuala Trang meliputi
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta peningkatan peran perempuan.
DPMGP4 berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelompok pengeloa wisata, sehingga
masyarakat mampu mengelola potensi lokal menjadi peluang ekonomi kreatif. Selain itu,
pengendalian penduduk yang dilakukan juga penting untuk menyesuaikan daya dukung
lingkungan dengan perkembangan pariwisata. Di sisi lain, DPMGP4 memberi ruang lebih
luas bagi perempuan agar terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi [12].

Peran akademisi sangat penting dalam memberikan gagasan dan ide-ide bagi
pengembangan desa wisata serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mampu menjawab kebutuhan desa [13]. Akademisi
Universitas Teuku Umar berkontribusi melalui penelitian, pengabdian, dan pengembangan
yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi potensi wisata pesisir di Desa Kuala Trang.
Selain itu, akademisi juga berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal.
Keterlibatan akademisi tidak hanya sebatas menyumbangkan konsep, tetapi juga memastikan
implementasi program berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek
sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, kehadiran akademisi di desa wisata
mampu mendorong terciptanya inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjalin
kemitraan strategis antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam
mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing.

Salah satu industri yang terlibat dalam pengembangan desa Wisata di Kuala Trang
adalah PT. Socfindo. PT Socfindo adalah perusahaan perkebunan swasta yang bergerak di
bidang kelapa sawit dan karet, dengan wilayah usaha yang tersebar di Sumatera Utara dan
Aceh, termasuk di Kabupaten Nagan Raya. PT Socfindo memiliki peran penting dalam
mendukung pengembangan desa wisata berbasis pesisir di Kuala Trang melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi
[14]. Peran PT Socfindo di Desa Kuala Trang melalui CSR sebelumnya sudah terlihat nyata
dan strategis antara lain pembersihan pantai hingga mengumpulkan 3 ton sampah [15]dan
pelepasan 10.000 bibit ikan nila di kolam wisata [16]. Selain itu, PT Socfindo dapat
membantu masyarakat pesisir dalam memperkuat sarana dan prasarana wisata seperti akses
jalan menuju pantai, fasilitas kebersihan, dan ruang publik yang menunjang kenyamanan
wisatawan.

3.3. Rekomendasi Focus Group Discussion (FGD)

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD),
dapat disimpulkan bahwa inisiatif pengembangan Desa Wisata Kuala Trang yang berpusat
pada pemberdayaan kelompok pemuda menempati posisi yang strategis namun penuh
tantangan. Analisis SWOT mengungkapkan konfigurasi faktor internal dan eksternal yang
kompleks. Dari aspek internal, kekuatan utama terletak pada human capital berupa semangat
dan komitmen pemuda setempat, yang diperkuat oleh dukungan penuh pemerintah desa dan
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kolaborasi multi-pihak (pentahelix) dalam proses pendampingan. Namun, kelemahan
mendasar terdapat pada kapasitas teknis dan pengelolaan kelompok yang masih terbatas,
serta ketergantungan pada pendampingan eksternal yang berpotensi menghambat
kemandirian jangka panjang. Secara eksternal, Desa Kuala Trang berhadapan dengan
peluang signifikan, terutama berupa momentum tren wisata alam dan berkelanjutan pasca-
pandemi serta dukungan regulasi pemerintah yang kondusif. Meskipun demikian, ancaman
serius berupa degradasi lingkungan, persaingan dengan destinasi wisata lain, dan kerentanan
terhadap dinamika sosial-ekonomi tidak dapat diabaikan.

Merujuk pada temuan tersebut, diperlukan perumusan rencana aksi strategis yang
transformatif untuk memastikan keberlanjutan initiative ini. Pertama, strategi Strengths-
Opportunities (S-O) harus diwujudkan melalui optimalisasi peran pemuda dalam
pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan pengembangan produk wisata kreatif
yang memanfaatkan peluang pasar. Kedua, strategi Strengths-Threats (S-T) perlu
diimplementasikan dengan menetapkan peraturan desa dan sistem manajemen sampah yang
ketat untuk memitigasi ancaman kerusakan lingkungan, sekaligus membangun identitas yang
unik guna menghadapi persaingan. Ketiga, strategi Weaknesses-Opportunities (W-O)
menjadi kunci untuk mengatasi kelemahan internal, yaitu dengan memanfaatkan dukungan
pemerintah dan akademisi untuk menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dalam
manajemen usaha, keuangan, dan tata kelola organisasi bagi kelompok pemuda. Akhirnya,
strategi Weaknesses-Threats (W-T) yang bersifat defensif harus mencakup penyusunan
business plan yang realistis dan mekanisme resolusi konflik internal untuk mengantisipasi
ancaman kelelahan (burnout) dan ketidakstabilan kelompok. Dengan pendekatan yang
holistik dan integratif ini, transformasi Kuala Trang menjadi desa wisata yang mandiri,
berkelanjutan, dan inklusif bukan hanya sebuah visi, melainkan sebuah capaian yang dapat
direalisasikan.

Gambar 2. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

3.4. Respon Masyarakat

Setelah kegiatan FGD bersama tiap pihak, kemudian dilakukan pengukuran respon
masyarakat terkait pengembangan desa wisata di Kuala Trang. Respon yang diukur
mencakup bentuk keterlibatan dalam pengembangan wisata yang diinginkan masyarakat
Kuala Trang serta bentuk pengembangan yang dirasa perlu dalam program ini. Berdasarkan
diagram di Gambar 3, mayoritas masyarakat Desa Kuala Trang menginginkan keterlibatan
sebagai pengelola spot wisata dengan persentase sebesar 53%. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berperan langsung dalam mengelola dan
memelihara objek wisata yang ada di desa mereka. Sementara itu, 20% masyarakat memilih
kategori lainnya, yang mengindikasikan adanya berbagai bentuk partisipasi lain di luar
kategori yang telah ditentukan. Selain itu, 13% masyarakat berminat menjadi pemandu
wisata, yang mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya pelayanan informasi dan
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pendampingan bagi wisatawan. Sebesar 10% masyarakat tertarik untuk menjual produk
lokal, menunjukkan keinginan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata dengan potensi
ekonomi kreatif desa. Adapun keterlibatan sebagai penyedia homestay hanya dipilih oleh 4%
masyarakat, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas atau minat dalam
penyediaan akomodasi bagi wisatawan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa
pengembangan desa wisata Kuala Trang memiliki potensi besar untuk melibatkan
masyarakat dalam berbagai aspek, dengan fokus utama pada pengelolaan spot wisata sebagai
daya tarik utama.

Lainnya
20%

Penyedia
homestay
4% Pengelola spot
wisata
Pemandu 53%
wisata

13%

Menjual
Produk lokal
10%

Gambar 3. Bentuk Keterlibatan yang Diinginkan Masyarakat

Berdasarkan diagram di Gambar 4, mayoritas masyarakat Desa Kuala Trang menginginkan
pembangunan fasilitas tambahan sebagai prioritas utama dalam pengembangan desa wisata
dengan persentase sebesar 45%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai
ketersediaan fasilitas pendukung merupakan faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan
dan daya tarik wisata desa. Selanjutnya, 37% masyarakat mengharapkan adanya promosi yang
lebih gencar, menunjukkan kesadaran akan pentingnya strategi pemasaran untuk
memperkenalkan desa wisata kepada khalayak yang lebih luas. Sementara itu, 9% masyarakat
memilih pelatihan keterampilan, yang mencerminkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan wisata. Persentase yang sama, yakni
9%, juga memilih kategori lainnya, mengisyaratkan adanya usulan atau kebutuhan lain di luar
pilihan yang disediakan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa pembangunan
sarana prasarana dan upaya promosi menjadi fokus utama masyarakat dalam mendukung
keberhasilan pengembangan desa wisata Kuala Trang.

B Pembangunan fasilitas
tambahan
B Promosi

i Pelatihan keterampilan

M Lainnya

Gambar 4. Bentuk Pengembangan yang Diinginkan Masyarakat
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4. PENUTUP

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pengembangan Desa Kuala Trang, Nagan Raya, sebagai desa wisata berbasis pesisir memerlukan
pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Potensi alam yang dimiliki tidak akan memberikan
dampak optimal tanpa diiringi dengan tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (pentahelix), yaitu pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan
sektor swasta.

Hasil observasi dan FGD mengidentifikasi peran kunci masing-masing pihak. Pemerintah
desa dan masyarakat berperan sebagai subjek utama pengelola, sementara pemerintah daerah
berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Akademisi dari Universitas Teuku Umar memberikan
pendampingan berbasis ilmu pengetahuan, dan PT. Socfindo berkontribusi melalui program
CSR. Respon masyarakat yang sangat positif, dengan mayoritas bersedia terlibat sebagai
pengelola spot wisata dan mengutamakan kebutuhan akan fasilitas serta promosi, menjadi modal
sosial yang sangat berharga.

Berdasarkan analisis SWOT, strategi pengembangan ke depan harus bersifat
transformatif, dengan fokus pada (1) pemanfaatan teknologi digital dan peluang pasar oleh
pemuda; (2) penerapan regulasi lokal untuk mitigasi ancaman lingkungan; (3) peningkatan
kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan; serta (4) penyusunan rencana bisnis yang
realistis untuk menjamin kemandirian. Dengan implementasi rencana aksi yang terintegrasi dan
berkelanjutan, transformasi Kuala Trang menjadi desa wisata yang mandiri, berdaya saing, dan
inklusif bukan hanya sebuah visi, melainkan sebuah capaian yang dapat direalisasikan untuk
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
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